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PERATURAN PEMERINTAH 

PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 1 TAHUN 2016… 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 

TENTANG PERLINDUNGAN ANAK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa negara menjamin hak anak atas kelangsungan 

hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi 

sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. bahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin 

meningkat secara signifikan yang mengancam dan 

membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi 

dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa 

kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban 

masyarakat; 

c. bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku 

kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek 

jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif 

terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, sehingga 

perlu segera mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah 
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diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak; 

 

Mengingat : 1. Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG 

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG 

NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5606) diubah sebagai 

berikut: 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


2016, No.99 -3- 

1. KetentuanPasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 81 

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana 

penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 

15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja 

melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, 

atau membujuk Anak melakukan persetubuhan 

dengannya atau dengan orang lain. 

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang 

yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, 

pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani 

perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu 

orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 

(sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1). 

(4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman 

pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah 

dipidana karena melakukan tindak pidana 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D. 

(5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 

(satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan 

jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya 

fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, 

pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana 

penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling 

lama 20 (dua puluh) tahun. 
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